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Tinbulnya perselisihan huhtngon pekerja secara sosiologis dan spiritual,

fndustrial. adakalanya disebabkan

perbedaan persepsi dari pihak pekerja

terhadap kebijakan petasahaan yang

melakukan mutasi, katena mutasi

dilakukan menyimpang dari prjanjian

kerja atau kaitannya tidak j"los.

I. PENGANTAR.

Kehidupan modern, ditandai

dengan semakin kompleksnya kebutuhan

hidup manusia yang harus dipenuhi,

sehingga seseorang atau masyarakat untuk

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya

adakalanya sangat tergantung kepada

pihak lain. Di sisi lain untuk dapat

menghasilkan barang atau jasa sekurang-

kurangnya ada 2 (dua) pihak yang terkait

langsung' yaitu pekerja dan pengusaha

untuk terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Hubungan antara pengusaha dengan

pekeria dalam menghasilkan barang

maupun 'jasa, bahwa pengusaha

memerlukan adanya pekerja, begitu pula

bahwa bekerja merupakan suatu kebutuhan.

Dengan demikian, antara pengusaha

dengan pekerja merupakan dua pihak yang

saling membutuhkan dan tidak dapat saling

meniadikan antara yang satu dengan yang

lainrrya.' Hubungan antara pengusaha

dengan pekeda tersebut dalam peraturan

perundang-undangan ketenagakerjaan

disebut dengan istilah "hubungan kerja".

Pengusaha dalam pelaksanaan

hubungan keria serta untuk kelancaran

operasional perusahaaan, adakalanya perlu

melakukan mutasi terhadap pekerjanya.

Sementara di sisi lain pekerja, ada kalanya

sulit untuk dapat menerima pelaksanaan

mutasi yang dilakukan pengusaha. Oleh

karena mutasi tersebut tidak sesuai dengan

perianjian kerja yang dibuat atau mutasi

yang dilakukan pengusaha tidak ada

kaitannya dengan operasional perusahaan

alias kriterianya tidak jelas.

Berkenaan dengan hal tersebut penulis

rnengaiak sidang pembaca untuk

mendiskusikan apakah mutasi merupakan
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kebijakan pengusaha, bagaimana pekerja

menyikapi mutasi yang dilakukan

pengusaha, serta bagaimana pelaksanaan

agar mutasi tersebut tidak menimbulkan

perselisihan hubungan' ihdustrial atau dapat

mengarah pada moral hazard.

II. MUTASI.

Pengertian mutasi, sesuai Kamus

Besar Bahasa lndonesia ada 4 (empat),

salah satu adalah, " pemindahan pegawai

dari satu jabatan lain, baik horizontal

maupun vertikal". Dan sesuai Teori

Manajemen Su'mber Daya Manusia,

sebagaimana dikemukakan Sondang P,

Siagian, dafam bukunya Manajemen

Abad 2f I bahwa yang,dirnaksud dengan j

penempatan adalah penughsan seseorang

untuk menduduki jabatan,

menyeleng$arakan fungsi, dan

menjdankan aktivitas. Pengertian

Penempatan bertaku bagi karyawan baru

yang' menempuh maupun yang tidak

menempuh program orientasi serta

karyawan lama yang mengalami promosi,

alih tugas, alih wilayah atau demosi.

Dari kedua pengertian tersebut,

pengertian mutasi menurut Manajemen

Sumber Daya Manusia jauh lebih luas, jika

dibandingkan dengan pengertian mutasi
i' 

menurut Kamus Besar Bahasa lndonesia

karena, pengertian mutasi tersebut bagian

dari penempatan terhadap karyawan lama

maupun karyawan, yang j1arL, dimana

mutasi bagi [aryawan lama dapat berupa

pr6mosi, alih tugas maupun alih'witayah

atau demosi 'dafam suatu perusahaan,

,seiingga untuk membatasi pembahasan

kita, mutasi yang dlmaksud dalam tulisan

ini adalah mutasibagi karyawan lama yang

dilakukan secara horizontal atau alih tugas

maupun alih wilayah, dan bukan mutasi

dalam arti promosi ataupun demosi.

Menurut teori manajemen sumber

daya manusia, bahwa kinerja seorang

akan cenderung menurun apabila

dihadapkan dengan tugas yang sangat

rutin, mekanistik, dan tanpa'variasi. Dalam

haldemikian, bukan hanya kinerjanya yang

cenderung menurun akan tetapi

produktivitasnya pun makin rendah,

misalnya, 'karena merasa jenuh dan

melakukah banyak kesalahan. Jika hal

' tersebut berlangsung lama, situasi yang

demikian akan menimbulkan tingkat

kepuasan yang rendah, dan akan dapat

menimbulkan keinginan untuk pindah ke

perusahaan.

I Prof. Dr. Sondang P. Siagian, MPH, Manajemen Abad 21, hal l5l.
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Sehingga untuk mencegah timbulnya situasi

yang'demikian, perusahaan perlu menempuh

suatu kebijakan. mutasi yaitu, memindahkan

pekerja dari suatu keria. lama ke suatu kerja

lain, dimana mutasi tersebut tidak berakibat

pada perubahan status yang bersangkutan

dalam jenjang jabatan, bentuk tanggung jawab

dan jumlah penghasilan pun tidak berubah. Dan

yang berubah adalah fungsi dan tanggung

jawab sehari-hari dengan harapan kebosanan

dan kejenuhan dapat dihilangkan atau paling

tidak dikurangi.

Prakteknya, adakalanya pekerja sulit

untuk menerima mutasi. Demikian juga dalam

hal penempatan, baik penempatan pekerja baru

maupun pekerja lama, pengusaha sering

menghadapi kendala dan tantangan. Adanya

kendala dan tantangan yang dihadapi

pengusaha antara lain, disebabkan;

a. Masih banyak perusahaan yang belum

mempraktekan penempatan karyawan baru

berdasarkan pemahaman yang tepat

tentang pengetahuan, keterampilan,

penguasaan, minat dan bakat.

b. Perusahaan masih menganut kultur

organisasi yang mempertimbangkan faktor

usia karyawan dan menggunakanya

sebagai dasar alasan untuk di promosikan.

c. Kriteria 6lih tugas dan alih wilayah (mufasr)

yang tidak selalu jelas.

d. Belum memasyarakatnya penilaian kinerja

yang' berorientasi ke masa depan, selain

dimaksudkan sebagai instrumen yang

menentukan tingkat kinerja masa lalu dan

digunakan untuk mempertimbangkan

kenaikan gaii atau upah berkala bagi para

karyawan2.

Mutasi ditinjau dari hukum

ketenagakerjaan adalah didasarkan pada

hubungan kerja, yang dilal<ukan berdasarkan

perjanj$al 'kerja yang mempunyai unsur

pekerjaan, upah, dan perintahr. Dari rumusan

tersebut ada2 (dua) hal yang perlu mendapat

perhatian yaitu : Pertama, Perjanjian Kerja,

merupakan suatu perjanjian yang dilakukan

antara :pekerj#uruh dengan pengusaha atau

pemberi kerja'yang memuat syarat-syarat, hak

dan kewajiban para pihak r.

Sebagairnana kita ketahui, bahwa perjanjian

kerja dapat dilakukan secara lisan maupun

tertulis. Kecuali dalam hal hubungan kerja

dilakukan untuk waktu tertentu, pembuatan

perjanjian kerja dipersyaratkan harus dibuat

secara tertuliss. Lain halnya, apabila hubungan

kaja dild<ukm untuk waktu lidak'tertentu (pekaja

tetd perjarUian kerjad4at dihrat secaa lisan.

2lbid, hal 153.
3 Pasal I angka 15 UUKNo. 13 Tahun2003.
a Pasal I angka 14 UUK No. 13 Tahun 2003.

' Pasal 57 ayat (1) UUK No. l3 Tahun 2003.
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Namun . dipersyaiatken "pdngusahb waiib

untuk membuat surat, pengangkatan yang

isinya sekurang-kurangnya memuat

keterangan; nama dan alamat pekerja/buruh;

tanggal mulai bekerja; jenis pekeriaan;.,dan

besarnya upah 6. Dicantumkannya istilah

'Perjanjian Kerja' dalam rumusan hubungan

kerja dimaksudkan bahwa terciptanya

hubungan kerja adalah berdasarkan

kesepakatan antara pekerja dengan

pengusaha yang dituangkan dalam bentuk

Perjanjian Kerja dan sekaligus sebagai alat

bukti adanya hubungan keqa. Kedua, unsur

hubungan kerja yaitu adanya pekedaan,

upah dan perintah. Makna uRsur disini

adalah bagian bahwa dari hubungan keria

yang harus dipenuhi. Oleh karena, jika salah

satu unsur temebut tidak terpenuhi, maka

hubungan tersebut tidak dapat dkatakan

sebagai hubungan kerja. Adanya unsur

perintah dalam hubungan keda menunjukkan

bahwa pekerja harus bekerja di bawah

perintah pengusaha (hubungan

kewibawaan). Apabila seandainya tidak ada

kewajiban untuk bekerja di bawah

perintah, maka perianjian kerja tersebut

tidak merupakan suatu hubungan kerja,

tetapi adalah suatu bentuk perjanjian lain.

, ,, , Dengan tunduknya pekerja kepda suatu

peraturan perintah, berarti pekeda tidak.ada

kebebasan untuk bertindak. Sehubungan

dengan hal tersebut, bagaimana seandainya

peke{a, ffierohk mutasi. Apakdr mutasi

termasuk bagian dari perintah atau tidak.

Apabila mutasi bagian dari paintah, maka

penolakan pkerja atas perintah dapat

dikategorikan sebagai pengingkaran adanya

hubungan kerja atau perjanjian kerja. Hal

tersebut,.,se$uai Pasal 1603V KUH Perdata,

dapat merupakan alasan penting bagi majikan

{pengusaha) untuk minta kepada Pengadilan

{Pengadilan Hubungan lndustrial) agar

hubungan.keria dinyatakan putus.

Sementara unsur upah sebagai hak pekerja,

yang merupakan imbalan dari pengusaha atas

suatu.pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan

atau yang akan dilakukan. Kalimat "telah'

dilakukan, adalah sesuai asas pengupahan,

dimana upah tidak dibayar, apabila

pekerjahuruh tidak melakukan pekerjaanz. Ldn

hdnya,, bila, pekeja berseda nBld<tkar peker1ffit

ymg td*r dijanjikar tet4t' pergusaha tidak

trrcneekeriakar, .bdk karena kesdahar sendirj

nrilpun hdagm yang sehausnya dapat dihirdai

pengsaha, ddan hd,ini pengusaha waiib tetap

untuk renhya upah pkerja 8.

6 Pasat 63 UUK No. 13 Tahun 2003.
7 

Pasal 93 ayat(l) UUK No. 13 Tahun 2003.
8 Pasal 93 ayat(2) huruf f UUK No. 13 Tahun 2003.
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Ketiga unsur hubungan ke$a: 'tersebut

tercermin dari isi perjanjian keria, yang

sekurang-kurangnya memuat ;

a. Nama, alamat perusahaan, dan' ienis

usaha;

b. Nama, jenis'kelamin, umur, dan alamat

pekerja/buruh;

c. Jabatan atau jenis Pekedaan;

d. tempat pekedaan;

e. Besarnya upah dan cara pembayar€n;

f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan

kewajiban pengusaha dan pekeiia/buruh;

g. ' Mulaidan jangka waktu bekeria;

h. Tempat dan tanggal perjanjian keria

dibuat;dan

i. Tanda tangan para pihak datam

perianjian kerja s.

SehingEa dengan adanya hubungan kerja

yang dilakukan dengan pajanjian keria,

pengusaha mempunyai hak mengelola

sumber daya manusia untuk mencapai

tujuan perusahaan (Pengusaha dan

Pekerja), dengan memperhatkan kaidah

hukum ketenagakerjaan yang berlaku.

III. DIKUALIFIKASIKAN MENGTJNDURKAN

DIRI.

Sebagaimana disebutkan di atas, apakah

mutasi bagian dari perintah atau

tidak, dan bagaimana bila peke{a

menolak,mutasi.- Karena, mutasi tersebut tidak

sesuai ,,dengen' prianjian- kerja, tidak

diperianjikan sebelumnya atau tidak jelas

alasan,mutasi. '

Tefradap persoalan tersebut ada 2 (dua)

pendapat'yang berkurang yaitu Pendapat

pertama, menyatakan bahwa mutasi adalah

merupakan hak muHak pengusaha, karena

mutasi' sebagai "bagian dari unsur pedntah,

sehingga make wajib untuk nelaksanakannya.

Partafr ffiua, menyatakan bahwa mutasi

adalah rfferupakan bagian dari syarat kerja dan

merupakan hak pengusaha, sehingga

petaksanaannya' perlu diatur sebelumnya

dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan

atau perjanjian kerja bersama.

'Pembahasan prmasalahan mutasi

dalam hal ini dilakukan melalui pengkajian dari

'beberapa putusan lembaga penyelesaian

perselisihan hubungan lndustrial.

'Putusan Pengadilan Hubungan lndustrial pada

'Fergadilar hlegsi'lGndai 'l'b. : 0#OEOOFH|.

lGrdai tnggd 15 Sepbrrber 2006, ddam

perlirkrgar hukunnya nrrqerruk*an .bfiwa

"infrai dddr nerupdwt'hdt prerogative pnpnm

pens*aar 'ke@a pekerjanya cdka tidd(

nengurangi hd(d*' F€ria dan membahayakan

kesehatan kerja".

e 
Pasal 54 ayat (l) UUK No. 13 Tatrun 2003.
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Pertimbangan tersebut didasarkan atas i Pertimbangan Majelis Hakim
!

gugatan peke{a tefidap kasus.pemutusan j Hubungan lndustial tensebut, jika

hubungan ke{a yang dilakukan pengusaha, ! dibandingkan dengan perlimbangan Panitia

Dimana pada awalnya peke$a adalah seb4ai ! Penyelesaian Perselisihan Pefturuhan Pusat,

supir mobil box, kemudian dimutasikaadibaglan i berdasa*an Undang-undang Nomor22 Tahun

gudang untuk membantu Helper. Fekeda ! fSSZ dalam putusan Nomor : ttSSWWtitC

menolak mutasi yang dilakukan pengusaha, i tanggal 16 Juni 1958, berpendapat bahwa

karena mutasi dari supir dimutasi ke bagian i Pemindahan {mutasi) buruh dalarn rangka

gudang tidak sesuai denEan keahlian pekeria. i usaha melanca*an jalannya prusahaan

Sehingga pekeria tidak masuk hkerja dan i termasuk kebiiakan Pengusaha, begitu iuga

penjadikannya sebagai perrelisihan hubungan i halnya Gngan pemindahan rumah. Dalam

indushial dengan jenis perselisihan perutusan i kasus ini,- pada awalnya pekeria bersedia

hubungan keda secara sepihak. dipind*kbn, ak€n tetapi kemudian peke{a

Han persidmga tungdila ltuburrgr i menolaknya. Sehingga penolakan pindah

lndusfrid, Fsng$dta nBngdukar SJgaF i rumah seperti yang dilakukan pekerja tidak

Rekmvmi derga n€rgefrukakil' bdm/a pdsia ! menggangu kelancaran pekeriaan, tetapi

sejaktanggd 19Jurd m06s/d n Jffi fl06(8,hai) i walauprn demikian pekeda menolak perintah

secaa berhruit-hrut tr* nffi* bdsia {rsgki{ i yang sudah , disetujui adalah tidak layak,

tapa iiin dar penM$um, bdk secaa lisar ! sehingga Panitia Penyelesaian Perselisihan

rTnrpun tertdis, &r pengusfia td*r nddcrkfl i Pe$uruhan Pusat, memutuskan agar

parggilmsecaapdutsebarydr2(fualkdi,taggd i pengusaha mempekerjakan pekerja kembli

21 Jun{ 2m6 dffi taggd 26 Jmi ffi. Sdt'rp i dengan ketentuan pekerja harus pindah rumah

pengusila berkesirplm bdrua pdeia yag i seperti yang ditetapkan pengusaha dan upah

berffrgkrfrar dkudifika$kar ncng -uned<at dri i selama tidak , bekeria dibayar. Terhadap

seb4:inwra hd 168 Urdarya6* i putusan tersebut Prof. lman Supomo, SH 10,

lGtenagdsiffi flormr 13 Tdrn mm. i berpdapat bahwa Pemindahan buruh dalam

Berdaakil perbnbagar ter*fr, M{dis H*im ! rangka usaha melancarkan jdannya

FengadlilHuM'gtrrlrdsftid,renydd<m@ja i perusahaan termasuk kebijaksanaan majikan,

dkrrdifi kcikil nengundud<ar diri. i demikianiqa halnya dengan pindah rumah.

ro Prof. Imam Supomo, Hukum Perburuhan Bidang Aneka Putusan (P4), hal. 65.
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,Pindah rumah seperli ,yang dimintakan ,dari

buruh, tidak menggangu kelancaran pekaiaan,

tetapi :buruh sebelurnnya telah, rneny akan

kesanggupannya untuk pindah rumah, sehingga

penolakan buruh kemudian untuk pindah

rumah, berarti buruh mengingkari ,janjinya.

Sanksi terhadap pengingkaran janii ini, ialah

batalnya perjanjian - pindah -rurnah danlalau

pembayaran ganti rugi oleh bunrh, tetapi bukan

sekali-kali putusnya perjanjian kerja.

Dari kedua pulusan temebut, pelaksanaan

mutasi adalah berdasarkan pada operasional

perusahaan. Sehingga pelaksanaan mutasi

merupakan bagian dari kebijakan dan hak

prerogatif pengusaha, ditambah .dengan syarat

bahwa pelaksanaan mutasi brwbut, .tidak

mengurangi hak-hak pekerja dan tidak

membahayakan kesehatan kerja.

Hal ini, senada dengan pendapat pertama

diatas, dengan tanpa mempelimbangkan ada

tidaknya pengaturan .mutasi dalam Perjanjian !

Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian

Kerja Bersama.

Permasalahan , yang sama,

berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan

lndustrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat No. 158/PH|.G/2007/PN.JKI.FST;

tanggal 30 Agustus 2007, bahwa dalam kasus

Pemutusan Hubungan Kerja Majelis nifim

mernpertimbangkan bahwa hubungan kerja

antar pekerja dengan perusahaan diatur dalam

pe$aniian kerja, 'peraturan psusahaan dan

perianjian kerja bersama, dimana seluruh

perafirran brsebut tidak boleh lebih rendah

*uantitasnya dan kualitasnya dari peraturan

perundang-undangar. Sementara pekerja tidak

rniliki perjanjian apapun, baik perjanjian kerja,

peraturan perusahaan atau perianjian kerja

bersama, untuk meniamin haknya memilki

kelonggnran atau setidaknya memiliki ruang

dialog dengan pekeria dalam hal mutasi.

Namunl, .pqkerja ada membuat surat

pernyataa*-€bagi Pengusaha, sehingga surat

pemyt*aan tersebut dapat dianggap sebagai

syarat atau .perjanjian kerja antara pekerja

dengan pengusaha. Berdasarkan hal tersebut,

Maielis.llakim berpendapat, karena peng usaha

memiliki hak rnutlak melakukan mutasi, maka

penolakan mutasi tersebut berarti penolakan

bekeria pada pengusah?.

Selanjutnya mempertimbangkan, adanya

upay&upaya' untuk 'membela . dan

mempertahankan haknya , dengan

menyebarluaskan informasi mengenai

perselisihannya dengan pengusaha, menurut

Majelis hakim merupakan upaya-upaya yang

tidak melanggar hukum dan dilindungi hukum.

Karena ,itu, alasan tersebut tidak dapat

digunakan untuk melakukan pemutusan

hubungan kerja terhadap pekerja.Sehingga,

Majelis Hakim mengabulkan pemutusan

hubungan kerja dengan alasan menolak mutasi

NFO Ht Xti,' VALUI'E V T ilUil XE)( Zt06
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dan bukan,berdasarkan kesaldran berat atau

alasan mendesak sebagaimana disampaikan

pengusaha, Oleh karena penolakan mutasi

tersebut merupakan . pelanggaran atas

perjanjian kerja, pkaja befiak atas sejumlah

konpnsasi pernutusan hubungan keria yang

terdiri dari uang pesangon sesuai 1 kali Pasal

156 ayat {2), uang penggantian penghargaan

masa kerja sesuai 1 kali Pasal 156 ayat (3) dan

uang penggantian hak sesuai dengan Pasal

156 ayat (4), hak cuti yang belum diambil serta

upah yang belum dibaya*an hingga putusan ini

diputus.

Melihat pertimbangan Majelis Hakim

Pengadilan Hubungan, lndustrial DKI Jakarta

diatas, dapat disimpulkan bahwa pengusaha

memiliki hak muljak untuk melakukan mutasi,

karena adanya surat pernyataan , pekeria

sebagai bagian syarat kerja atau perjaniian

kerja, sehingga pekeria berkewajiban untuk

melaksanakan mutasi. Apabila pekerja menolak

mutasi, pekerja dapat melakukan upaya-upaya

untuk mempertahankan hak dengan ketentuan

tetap rnelaksanakan kewajibannya untu* tetap

masuk bekerja seperti biasa. Oleh karena,

apabila pekerja rnenolak mutasi dengan cara

tidak masuk bekerja, maka pekerja dapat

dikualifikasikan mengundurkan diri

sebagaimana diputuskan Pengadilan Hubungan

Indrtsfrid @a Fergdilan l,legeri lGndai, ],1o.,:

04/G/m0dPlll.lffiad, trggd 15 Septermer m06.

Perlu disampaikan, bahwa dari pertimbang-an

Maie*s Hakim Pengadilan Hubungan lndustrial

khususnya' pada Pengadilan- Negeri Kendad,

disarnping pertirnbangan mutasi, menurut

hemat kami ada 2 (dua) hal yang perlu

rnendapat perhatian,,sehubungan dengan hak

pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya

kaena dikudifikasikan mengunrlurftan diri yaitu:

a. ,Uang penggantian hak sesuai ketenfuan

Pasal 156 ayat {4}, , khususnya untuk uang

penggantian perumahan serta pengobatan

dan prarratan ditetapkan 15Yo dari uang

' pes&gon , dan/atau uang penghargaan

masa kerja bagi yang memenuhi syarat.

Majelis Hakim mempertimbanElmn bahwa,

oleh karena pekerja tidak bertrak atas uang

pesangon, uang penghargaan masa kerja,

maka penggantian hak atas perumahan

'' dan pengobatan sebesar 15% dari

pesangon dan uang penghar:gaan masa

kerja haruslah ditolak. Hal .ini sesuai

dengan Surat Menteri tenaga Kerja dan

Transmigrasi Rl No. 8.600/MEN/SJ-

HKM|U2005 tanggal 31 Agustus 2005

perihal uang pengganfian perurnahan serta

pengobatan

b. Uang pisah, sesuai ketentuan Pasal 168

ayat,(3) bahwa mengenai besamya dan

,pelaksanaan uang pisah diatur dalam

perjaniian kerja, peraturan perusahaan atau

, pejaniian kedabersama.
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Oleh karena, besaran dan pelaksanaan

uang pisah tidak diatur perusahaan dalam

Perjanjian Kerja,. Peraturan Perusahaan

atau Perjanjian Kerja Bersama, oleh

karena, pekerja berhak atas uang pisah,

maka Majelis Hakim menetapkan sendiri

besaran uang pisah dengan mempedomani

perhitungan uang penghargaan masa kerja,

sebagaimana diatu,r Pasal 156 ayat (3).

PINDAH KERJA ANTAR BADAN USAHA
TIDAK SAMA DENGAN MUTASI

Seiring dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi serta diikuti

dengan semakin ketatnya persaingan

diantara dunia usaha, mendorong timbulnya

pengelolaan dunia usaha melalui kelompok

usaha, group usaha atau llolding

Company. Maksud pengelolaan dunia

usaha yang demikian adalah untuk

mensinergikan berbagai aspek, seperti

aspek SDM, keuangan, perpajakan, mega

marketing dan befiagai aspek lainnya.

Sementara di sisi lain, keuntungan yang

diperoleh dari pengelolaan perusahaan

melalui kelompok usaha atau holding

company, antara lain; mandiri dalam hal

resiko; biaya operasional lebih efisien; hak

pengawasan lebih besar; pengontrolan

lebih mudah dan efektif, kemudahan

sumber modal; dan ,akurasi keputusan yang

di€ffibil., Namun ,seeara yuridis, pengelolaan

perusahaan yang demikian, kemandirian atau

kedudukan hukum dari rnasing-masing

perusahaan atau Badan Usaha yang bergabung

ke dalam kelompok usaha atau Holding

Cornpany tidak menghilangkan tanggung jawab

sebagai subyek hukum.

Terkait dengan aspek SDM, khususnya

hubungan kerja antara pekerja dengan

pengusaha,'pengelolaan perusahaan dalam

KClompok tfsafia atau Hotding Company tidak
.1'.

menimbulkan akibat hukum dalam

pelaksanaannya. Namun, pada saat adanya

pemindahan pekerja antar badan usaha dalam

suatu kelompok usaha atau Holding Company.

Hal " tersebut, dapat menimbulkan dampak

hukum yang terkait dengan peraturan

perundagundaqar ketenagd<ajaan lfirsusnya

nsryarqkrt'huburgm kaia. Penirddran pekaja

daltrn satu kdonpok usdra atau Holding Oonpany

ditinjzu mpd< huhrngan kaja, berdmarka hukum

keperdataan dddt bersifat pelutrgtrt yang

ndd<ukar ikatan hubungan kerja antara pekaja

dergar pngusdn, sehirgga fuqan admya

par*nddrm peksja antaa Badan tJsdra dalafn

sldu felonpok usafra atau Fldding Conpany dapat

dikat*m seb4jd penfrdahan huhngan kerja atar

perind$m perjanjian kerja karena telah terjadi

penrbahm pih* pergusfia atar penberikaia.
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Dengan danya perubahan pihak pengus*a

atau pmberi k*ia dalam suatu perpnjiar fteria,

tirnbul pertanyaan, bagairnana bila seandainya

pekefa ti&ak bercedia' untuk pindah 'apakah

dapat dikatakan menolak'perintah (riiutasi), dan

bagaimana bila pekerja bersdia.

Secara keperdataan, hubungan keda

bersifat pemeorangan antara pembed

kerialpengusaha dengan pekeria yang

dilakukan berdasarkan kesepakatan, sehinga

pemindahan peke{a antara pengusahahdan

usaha yang berbeda diperlakukan: adanya

kesepakatan dari pekeda. Tidak adanya

kesepakatan pekerja atau pekeria tidak

bersedia untuk pindah pada perusahaan/badan

usaha yang baru, tidak dapat dikategorikan

sebagai mengundurkan diri atau menolak

perintah. Hal tersebut sesuai putuqg4

Mahkamah Agung No.175 l(/PH1/2007 tanggal

24. September 24A7, dalam pertimbangan

hukumnya mengemukakan bahwa kesediaan

pekerja untuk dimutasikan ke PT. B dari PT.A

tidak dapat dianggap sebagai mengundu*an

diri, karena ketidakjelasan kedudukan dalam

hukum pekeria dan mutasi tenebut dalam

kenyataannya sudah teriadi pemutusan

hubungan kerja antara P-f. A dengan pekeria,

yang selanjutnya telah teriadi hubungan keria

baru antara pekeria dengan PT. Bf karena

diantara PT. B dengan PT. A merupakan

Badan Usaha'yang berHa.' ' ',

'AdapU* keputuSan PT.A untuk melakukan

'",,mutaSi " tertradap pekeria ke PT. B,

:,'m€rup?kan fakta telah ny-ata bahwa PT. A

' telah, melakukan pemutusan hubungan

keria {FHK} secara sepihak kepada pekeria

tanpb' dasa*,yang lelas.

' Sehingga. prlu mehyatakan hubungan

keria plfts; dengan rnenghukum PT. A

nemberikan ' kepada pekeria uang

pesangon 2 x, uang penghargaan masa

kaja mwai Pasal 156 ayat (2)dan (3) UU.

No. 13 Tahun 2003, uang THR Tahun 2005,

uan(| pnggantian cuti tahun 2005, upah

bulan Agustus 2005 dan upah bulan

September 2005 sampai dengan bulan

Februari2006.

Dengan, pertimbangan tenebut Mahkamah

,,Agung membatalkan putusan Pengadilan

Hubungan lndustrial , pada Pengdilan

, , Negeri,Tanjungkarang No.: 05l6B0m/PHl-

: PN.Th tanggal 14 Nopember 2006 yang

mempertimbangkan bahwa pekeria tidak

menjalani mutasi yang diberikan oleh

Perusahaan ke PT.B dengan alasan

tidak jefas dianggap sebagai

pelanggaran disiplin. Menolak

perintah .atasan adalah alasan yang

. tidak benar. Sehingga memutuskan

. menyatakan sah Surat Keputusan

PHK pengunduran diri yang dilakukan

' Feng,usaha. ,- .
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V. MENGATUR'PELAI(SAfIIAAN MUTASI.

Peraturan perundang-undangan

ketenagakeriaan secara umum telah rnengatur

mengenai hak dan kewajiban antara' pekeria

dengan pengusaha. Akan tetapi mengenai

pelaksanaan mutasi itu sendiri Undang-undang

ketenagakeriaan tidak mengaturnya, walaupun

secara eksplisit ada mengatur salah satu hak

pekeria, bila teriadi pemutusan hubungan kerja,

yaitu uang panggantian hak atas biaya atau

ongkos pulang untuk pekeria/buruh dan

keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh

diterima bekerja rt.

Oleh karena, mutasi merupakan kebijakan

perusahaan dan tidak diatur bagaimana

pelaksanaannya dalam peraturan perundang-

undangan ketenagakerjaan, sehingga mutasi

tersebut dapat dikatakan merupakan bagian dai

syarat kerja yaitu hak dan kewajiban antara

pengusaha dan pekerjalburuh yang.belum diatur

dalam peraturan perundang-$dangsn tr.

Dari pembahasan diatas, bahwa

mutasi adalah bagian dari pelaksanaan

hubungan kerja dan merupakan kebijakan

pengusaha untuk mencapai tujuan perusahaan.

Namun, dalam prakteknya dapat menimbulkan

perbedaan persepsi bagi pekerja dan bahkan

dapat'mengarah, pada. moral hazard terhadap

pelahsanaan mutasi itu sendiri.' Untuk

rneneegah hal tersebut, maka sangat diperlukan

adanya : pengaturan pelaksanaan mutasi di

perusahaan

Pengaturan Syarat kerja yang

didalamnya, termasuk mengatur mutasi,

pengaturannya dapat dilakukan melalui

Perianjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau

Perjanjian Kerja Bersama. Oleh karena,

Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja

Bersama dis'amping sebagai sarana hubungan

lndustritF3 'juga merupakan wadah pengaturan

pelaksanaan dari Undang-undang

Ketenagakeflaan Nomor 13 Tahun 200314.

Sehingga perjanjian kerja, peraturan

perusahaan, perjanjian kerja bersama

merupakan' sumber hukum yang bersifat

otonom di perusahaan, sifatnya mengikat bagi

pekerja dan pengusaha.

Perlunya pengaturan pelaksanaan mutasi

dalam Pedanjian Keria, Peraturan Perusahaan

atau Peflanjian Kerja Bersama, sesuai

pertimbangan putusan Pengadilan Hubungan

lndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat Nomor : 158/PH|.G/2007/PN.JKT.PST,

tanggal 30 Agustus 2OO7 bahwa, untuk

rr Pasal 156 ayat (3) huruf b UUKNo. 13 Tahun 2003.
12 Penjelasan Pasal I I I ayat (l) huruf c UUK. No. l3 Tahun 2003.
13 Pasal 103 UUK No. 13 Tahun 2003.
ta 

Pasal 8l ayat (2), Pasal 93 ayat(5), Pasal 158 ayat (4), Pasal 162 ayat.(Z) dan Pasal 168 ayat (3) UUK
No. l3 Tahun 2003.
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menjamin ' hak pengusaha melakukan

mutasi, , maka pelaksaRaan mutasi,rperltt

diatur dalam Perjanjian Kerja,, Peraturan

Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama:

Oleh karena, melalui perjanjian' kerja,

peraturan perusahaan atau perjanjian kerja

' bersama, terdapat ruang untuk d:ialoE

antara pekerja dengan pengusaha

mengenai pelaksanaan mutasi tersebut.

Melalui pengaturan tersebut, pelaksanaan:

rnutasi dapat dilakukan secara 'adii

(Fairness), transparan alasan dan

tujuannya (Transparancy), menjamin

kejelasan pelaksanaan mutasi

(Akuntabiltas) dan menjamin di dipatuhinya

peraturan tersebut (Responsibl/rfy)., Sebagai

perwujutan prinsip pengelolaan perusahaan

yang baik (Good Corptorate Governance).

PENUTUP,

Sesuai perkembangan pelaksanaan

hubungan lndustrial, dimana antara

pengusaha dengan pekerja/buruh adalah

saling membutuhkan, dan tidak dapat'saling

meniadakan antara satu dengan.yang lain.

Sehirigg a -,pelaksanaai. m Utasi ft ak daliat I agi

dikatakan sepenuhnya merupakan hak mutlak

atau:,hak proregratif pengusaha. Oleh karena,

mutasi temebut merupakan bagian dari syarat

kerja Demikian :juga halnya dalam !,.1

pemindahan pekerja antara'badan usaha dalam

satu group atau kelompok usaha atau Holding

Company tidak dapat dikatakan sebagai mulasi.

Untuk mencegah timbulnya moralhazard dalam

pelaksanaan hubungan keria, diperlukan

adanya pergaturan pelaksanaan mutasi atau

pindah keria dalarn satu perusahaan, kelompok

usaha'ff'olding company yang dituangkan dalam

Perianjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau

Pe{anjian Kerja Bersama. Dengan adanya

pengaturan tersebut, maka pelaksanaan rnutasi

atau perpindahan pekerjaan dapat dilakukan

secara adil, transparan, akuntabilitas, dan dapat

dipertan g gu ngjawabkan.

Dengan demikian timbulnya perbedaan

persepsi' dipihak pekerja/buruh terhadap

kebijakan pengusaha'dapat diminimalisir.

Sekian dan" terima kasih.
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